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Abstrak: Perceraian di bawabh tangan masib menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat
Indonesia, terutama pada komunitas yang memegang kuat tradisi fikih klasik. Praktik ini menimbulfean
persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974
dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang
pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum positif Indonesia, pemikiran Wahbah
al-Zubaili, dan pandangan Imam Syafi’i terkait perceraian tanpa pencatatan negara, serta mencari titik
temn yang dapat mengharmonisasikan ketiganya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif
dengan metode studi pustaka, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, dan karya
ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan babwa ketiga perspektif tersebut sama-sama mengakui
keabsahan talak secara agama apabila memenubi rukun dan syarat. Perbedaannya terletak pada posisi
pencatatan: hukum positif menjadikannya syarat mutlak sabnya perceraian secara hukum negara, Wabbah
al-Zubaili menekankan pentingnya pencatatan demi kemaslahatan sosial, sedangkan Imam Syafi’i tidak
mensyaratkannya. Dalam fonteks modern, pencatatan perlu dipabami sebagai instrumen perlindungan
hukum dan pelaksanaan maqashid al-syari’abh, sebingga dapat meminimalkan kerngian bagi perempuan

dan anak serta mengurangi praktik perceraian di bawalh tangan.

Kata Kunci: perceraian di bawab tangan, hukum positif Indonesia, Wabhbah al-Zubaili, Imam Syafi’i,

harmonisasi hukum.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengikat secara sosial dan
budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum, baik menurut negara maupun agama. Di
Indonesia, pengaturan perkawinan dan perceraian diatur melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya
sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah
praktik perceraian yang merugikan salah satu pihak.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan yaitu

perceraian yang dilakukan tanpa pencatatan resmi masih sering terjadi. Fenomena ini
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umumnya ditemukan di masyarakat yang memegang tradisi lokal atau pemahaman fikih
klasik, di mana talak yang diucapkan suami secara lisan dianggap sah secara agama
meskipun tidak diakui oleh negara. Praktik ini menimbulkan masalah serius, seperti
ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak-hak perempuan (natkah, mut’ah, hak asuh
anak), dan kerentanan posisi anak dalam administrasi kependudukan.

Pertentangan antara norma agama dan norma hukum negara semakin kompleks
karena adanya perbedaan pandangan ulama. Mazhab Syaft’i, yang dianut mayoritas umat
Islam di Indonesia, menganggap talak sah secara syar’i meski tanpa pencatatan negara,
selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Wahbah
Az-Zuhaili menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari kemaslahatan
(mashlahah mursalah) untuk melindungi hak-hak pihak terkait dalam konteks
masyarakat modern.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan setelah upaya damai tidak berhasil. Kompilasi Hukum
Islam Pasal 115 juga menguatkan ketentuan ini. Dengan demikian, perceraian di bawah
tangan dianggap tidak sah secara administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum di
mata negara, meskipun mungkin sah secara agama. Perbedaan inilah yang memunculkan
dilema dan ketidakpastian di masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan beberapa masalah mendasar: (1) tingginya angka
perceraian tidak resmi; (2) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan
antara sah secara agama dan sah secara hukum; (3) potensi ketidakadilan bagi pihak
lemah, terutama perempuan dan anak; dan (4) kesenjangan antara hukum positif
Indonesia, fikih klasik, dan fikih kontemporer. Minimnya kajian akademik yang
membandingkan ketiga perspektif hukum tersebut menjadikan penelitian ini penting
untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan hukum
positif Indonesia (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974), pemikiran Wahbah Az-Zuhaili
sebagai representasi fikih kontemporer, dan pandangan Imam Syafii sebagai
representasi fikih klasik terkait perceraian di bawah tangan, sehingga dapat ditemukan
tittk temu yang harmonis antara hukum agama dan hukum negara. Kajian dilakukan
dengan pendekatan kualitatif normatif melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan
data dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik, karya ulama

kontemporer, dan literatur akademik relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk
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menggambarkan isi ketentuan hukum dan pandangan para ulama, serta komparatif
untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketiga kerangka hukum
tersebut.

B. Aspek Kajian Pertama

1. Pandangan Hukum Indonesia terhadap Perceraian di Bawah Tangan

Hukum positif Indonesia secara tegas mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila
dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian di bawah tangan—ryakni perceraian

yang dilakukan tanpa pencatatan resmi—tidak diakui secara hukum negara.

Secara administratif, perceraian yang tidak dicatat mengakibatkan status perkawinan
tetap tercatat “menikah” pada dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.
Hal ini menimbulkan persoalan hukum seperti tumpang tindih hak waris, sengketa perwalian
anak, dan penolakan pencatatan perkawinan baru. Dalam konteks petrlindungan hukum,
perceraian di bawah tangan melemahkan posisi pihak yang dirugikan, terutama istri, yang
kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah,

mut’ah, maupun hak asuh anak.

Ketentuan perceraian melalui pengadilan tidak dimaksudkan sebagai formalitas
belaka. Proses ini memiliki fungsi preventif dan protektif, antara lain memastikan adanya
mediasi sebelum perceraian diputuskan, pemeriksaan bukti dan saksi, serta putusan resmi
yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya mekanisme ini, negara berupaya menjamin
asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Secara normatif, perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum
walaupun mungkin sah secara agama. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum agama dan
hukum negara diperlukan agar ketentuan administratif tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariat, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh
pihak.
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2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap Perceraian Tanpa Pencatatan Negara

Wahbah al-Zuhaili, ulama kontemporer asal Suriah, mengakui keabsahan talak secara
agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, meskipun dilakukan
tanpa pencatatan negara. Namun, beliau menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dan
perceraian dalam konteks masyarakat modern demi menjaga kemaslahatan umum (washlahab
mursalah). Menurutnya, pencatatan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga instrumen

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, anak, dan stabilitas sosial.

Dalam karyanya al-Figh al-Islami wa Adillatubu, Wahbah membedakan antara
perceraian yang memerlukan putusan pengadilan dan yang tidak memerlukannya. Perceraian
yang terjadi melalui lafal talak atau &huink dianggap sah secara agama tanpa campur tangan
pengadilan, sementara perceraian akibat /4’ atau perselisihan tertentu memerlukan keputusan
hakim. Meski demikian, beliau tetap menganjurkan pencatatan resmi untuk semua bentuk

perceraian demi mencegah sengketa dan kerugian di kemudian hari.

Pandangan Wahbah menunjukkan adanya sintesis antara fikih klasik dan tuntutan
hukum modern. Ia memandang bahwa walaupun syariat tidak mewajibkan pencatatan
sebagai syarat sah talak, keberadaan negara modern dengan sistem administrasinya
memerlukan prosedur pencatatan demi mewujudkan salah satu tujuan utama syariat, yaitu

menjaga nasab dan hak-hak keperdataan.

Dengan demikian, Wahbah al-Zuhaili menempuh jalan tengah: mengakui sahnya
talak secara agama jika memenuhi syarat, tetapi mendorong pencatatan resmi sebagai
keharusan moral dan sosial. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di negara seperti

Indonesia, yang menganut sistem hukum ganda antara hukum agama dan hukum positif.

3. Pandangan Imam Syafi’i terhadap Keabsahan Perceraian di Bawah Tangan

Imam Syafi’i, pendiri mazhab Syafi’i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia,
berpendapat bahwa talak sah secara agama apabila diucapkan oleh suami yang berakal, baligh,
sadar, dan tidak dalam keadaan terpaksa, meskipun dilakukan tanpa pencatatan resmi.
Keabsahan talak menurut beliau terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya
suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri sebagai pihak yang ditalak, lafaz talak yang

jelas atau kinayah dengan niat, serta kesengajaan dalam pengucapan.
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Imam Syafi’i tidak menjadikan pencatatan sebagai bagian dari syarat sah talak, karena
pada masa beliau belum ada sistem administrasi negara seperti sekarang. Pandangan ini
berangkat dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang memandang talak sebagai akad
pembubaran pernikahan yang sah cukup dengan lafaz tertentu, tanpa mempersyaratkan

keterlibatan otoritas resmi.

Namun, penerapan pandangan Imam Syafi’i secara literal dalam konteks modern
berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Jika perceraian dilakukan tanpa
pencatatan, hak-hak perempuan dan anak tidak terlindungi secara hukum negara. Di sinilah
muncul tantangan untuk menafsirkan ulang fikih klasik agar sejalan dengan maqashid al-

syari’ah, khususnya dalam menjaga hak-hak pihak yang lemah.

Dengan demikian, meskipun Imam Syafii memandang sah talak tanpa pencatatan,
dalam konteks negara modern diperlukan reinterpretasi agar ajaran fikih tetap relevan tanpa

mengabaikan perlindungan hukum.

4. Analisis Kritis terhadap Persamaan dan Perbedaan Pandangan

Analisis komparatif menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia, pandangan
Wahbabh al-Zuhaili, maupun pandangan Imam Syaf1’i sama-sama mengakui bahwa perceraian
dapat terjadi secara sah jika memenuhi rukun dan syarat talak menurut syariat. Kesamaan ini
terletak pada dimensi keabsahan agama, di mana ucapan talak yang memenuhi syarat

dianggap memutuskan hubungan pernikahan.

Perbedaan utama tetletak pada posisi pencatatan perceraian. Hukum positif
Indonesia menjadikannya sebagai syarat mutlak sahnya perceraian secara hukum negara,
sementara Imam Syafi’i tidak mensyaratkannya. Wahbah al-Zuhaili berada di tengah: ia
mengakui keabsahan talak tanpa pencatatan, tetapi menganjurkan pencatatan sebagai

kewajiban moral demi kemaslahatan sosial.

Implikasi praktisnya, jika masyarakat mengikuti pandangan Imam Syafi’i tanpa
mempertimbangkan hukum negara, akan terjadi benturan antara status hukum agama dan
hukum positif. Sebaliknya, mengikuti hukum positif tanpa memahami dasar agama dapat
menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat tradisional. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan harmonisasi, di mana pencatatan dipahami bukan sebagai penghalang syariat,
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tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga nasab, harta,

dan kehormatan.

Analisis ini menegaskan pentingnya dialog antara hukum agama dan hukum negara,
sehingga perceraian diatur tidak hanya berdasarkan keabsahan agama, tetapi juga memenuhi

standar perlindungan hukum yang berlaku di negara modern.

C. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan merupakan persoalan

hukum dan sosial yang kompleks, melibatkan perbedaan antara ketentuan hukum positif
Indonesia, pandangan fikih klasik, dan pandangan ulama kontemporer.
Hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974
dan Pasal 115 KHI, menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan
sidang pengadilan. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Pandangan Wahbah al-Zuhaili mengakui sahnya talak secara agama tanpa pencatatan
negara, namun menckankan pentingnya pencatatan demi kemaslahatan sosial.
Sementara itu, Imam Syafi’i memandang talak sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi,
tanpa mensyaratkan pencatatan, sebagaimana konteks masyarakat pada masanya yang
belum mengenal sistem administrasi negara.

Persamaan ketiga perspektif ini terletak pada pengakuan keabsahan talak secara
agama jika memenuhi syarat. Perbedaannya terutama pada posisi pencatatan perceraian:
hukum positif menjadikannya syarat mutlak, Wahbah mendorongnya sebagai keharusan
moral, sedangkan Imam Syafi’i tidak mensyaratkannya. Dalam konteks masyarakat
modern, harmonisasi antara ketiganya menjadi penting, sehingga pencatatan dipahami
bukan sebagai penghalang syariat, melainkan sarana untuk mewujudkan maqashid al-
syati’ah, terutama dalam menjaga nasab, hak, dan keadilan.

Oleh karena itu, perlu ada edukasi hukum yang efektif kepada masyarakat mengenai
pentingnya perceraian melalui mekanisme resmi pengadilan. Pendekatan dialogis antara
ulama, tokoh masyarakat, dan aparat hukum menjadi kunci untuk mengurangi praktik
perceraian di bawah tangan, sekaligus memastikan bahwa hukum agama dan hukum
negara saling menguatkan demi kemaslahatan bersama.
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